PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SOLO BAKAL DIKENAI PAJAK,
PEMKOT SEBUT YANG BEROMZET DI ATAS RP7’5 JUTA
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Isi Berita:

TRIBUNSOLO.COM, SOLO - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bakal memaksimalkan
pendapatan pajak daerah, salah satunya dengan menyasar pedagang kaki lima (PKL)
bakso, soto, dan tahu kupat di tahun 2024 ini.

Namun demikian, ada kriteria pemungutan pajak bagi PKL yang dimaksud seperti PKL
yang memiliki omzet yang lebih banyak dibandingkan restoran yakni di atas Rp7,5 juta.

Pelaksanaan kebijakan tersebut diungkap oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Solo sekaligus Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Tulus Widajat.

“PKL tetap kena, semua jenis usaha makan-minum di tempat, ada alat makan, meja, dan
kursi disebut restoran. Warmindo itu kan kami sendiri yang menamai tapi menurut
Undang-undang menganggap itu sebagai restoran,” ujar Tulus, Senin (22/1/2024).

Lebih lanjut Tulus menerangkan bahwa pungutan pajak juga dikenakan pada usaha
kuliner beromzet Rp 7,5 juta ke atas.

Tulus juga menjelaskan bahwa tak jarang pendapatan restoran dengan PKL kalah besar.

“Kami menemui usaha tahu kupat dalam sehari bisa 200 piring, mengalahkan resto,”
sambung Tulus.

Selain itu disebut Tulus bahwa saat ini Bapenda Kota Solo bekerja sama dengan KPP
Pratama Surakarta telah melakukan audit pengunjung di sejumlah restoran.

Sementara itu, Tulus juga menyoroti terkait penerapan Undang-undang No.1/2022
mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

yang berlaku tahun ini.
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Menurutnya ada potensi pajak hilang, antara lain usaha indekos yang semula dipungut
pajak jadi tidak dipungut, selain itu juga pajak parkir yang sebelumnya dikenai 25 persen
kini menjadi 10 persen.

Padahal, kata Tulus, omset usaha parkir di Kota Solo sampai miliaran Rupiah setiap
bulan.

Ada pula jenis pajak hiburan yang turun dari 20 persen menjadi 10 persen dan menjadi
sorotan menurut Tulus.

Ia memberikan contoh pendapatan pajak dari Solo Safari mencapai sekitar Rp7,6 miliar
selama 2023, terdiri dari pajak hiburan Rp6,6 miliar, Pajak Resto Makunde sekitar Rp837
miliar, dan sisanya pajak air tanah.

Dengan adanya penerapan kebijakan itu, maka potensi pajak dari Solo Safari bakal
berkurang separuhnya pada 2024.

Sebagai informasi, target realisasi pajak di Kota Solo sebanyak Rp524 miliar pada 2023
meningkat menjadi sekitar Rp557,8 miliar pada 2024.

Target tersebut pun kini membuat Bapenda Kota Solo harus melakukan berbagai strategi

untuk memaksimalkan realisasi pajak. (*)
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Catatan :
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah
1. Pasal 1
a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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b)

Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah

kabupaten/kota terdiri atas:

a)
b)
)
d)
€)
f)
g)
h)
i)

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

Pajak Reklame;

Pajak Air Tanah (PAT);

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

Pajak Sarang Burung Walet;

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat

suatu instansi
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